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PERATURAN DAERA}I PROVINSI ST'I.Ti'ESI TENGGARA

SEKRETARIAT DAEMH PROVINSI

PERATURAN DAEMH PROVINSI ST'I.AWFSI TET{GGARA

NOMOR: 2 TAHUN 2006
IE{rAS

PHrIGEIJOIAAN I.AEORAfi)RIUM KEI.IEIROTOGIAT{

DENGAN MHMAT TUHITN YANG MAHA ESA

GI,BERI{UR g.|LAI'TISI TENGGARA

: a. bahwa salah satu Kewenangan ProvinsisebagaiDaerah

Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai- Daerah Otonom adalah Pengelolaan
Laboratorium Kemetrologian;

Menimbang

i
$

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Udang-gn6ung Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan

Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai

dengan kewenangan otonominla;

c. bahwa Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian dan

lGgiatan Kemetrologlan mempunyai peranan penting

daGm rangka memberikan perlindungan pada

konsumen, produsen, kepentingan umum serta

kepastian hulium dalam pemakaian stardar ukuran dan

standar satuan alat ukur, takar, tlmbang dan

perlengkaPannYa;

d. bahwa utuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan

Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka perlu



dipungut retribusi daerah terhadap beberapa keigatan
kemetrologian;

Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d
tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan
Laboratorium Kemetrologian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan
Daerah'l'ingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acafa Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembardn Negara Tahun

1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara

Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembamn Negara tahun 1999

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perunda ng-Unda nga n
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomo l437)

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

108, Timbahan Lembamn Negara Nomor 4548);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 21438);

Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 1985 tentang
wajib dan Pembebasan Unuk diTera dan/atau DiTera

Uling serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar,

Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara

Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 25fahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

sebagai Dlerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000

Nom6r 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi

Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat .t
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10.
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D€ngan Persehduan Bersama
DEWAN PERWAKII.AN RAI$AT DAEMH

' PR(M1{SISUI.,,AWESIIENGGARA
' dan

. Gil'BERIR'RSUI.AWESITEIIGOARA

lilEI.lUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAil DAERAH PROVIT{SI SUL,AWESI TENGGARA
TENTAT{GPf,1{GE.JOIT,Ail LABORATORIU{ XHIIEIROIOGIAII.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daemh ini yang dimakud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Kabupaten/Kota adalah lcbupaten/Kota se Provinsi Sulawesi

Tenggara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara;

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur,

, takar, timbang dan perlengkapannlE yang tetah ditera;

10, Kalibrasi adalah kegiabn untuk menentukan kebenaran

konversional nilai penunjul€n alat ukur dan bahan alat ukur

dengan membandingkan dengan standaf ukurnla yang

mampu telusur ke Sbndar Nasional atau Internasional untuk

Safuan Ukuran;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan

Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan

Firma, Kop€rdsi, Yayasan, organisasi Massa, Organisasi

PolitiK Organisasi Sejenis, Lembaga, serta Badan lainnya;

12. Menjustin adalah mencocokkan atau rnelakukan perbaikan

ringan dengan tuiuan agar alat yang dicocokkan atau

diperbaiki itu memenuhi persl@ratan Teraatau Tera Ulang;

13. Fengujhn BanrE Dahm Keadaan Terburgkus )iang selanjuulya

di*ndkat pengujian BDKTadalah pengujhn kuantitas banng
yarE ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup
yang untuk memperg u nakan nya harus merusak
pembungkusnya atau segel pembungkusrrya;

14. ienguj'nn adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh

Pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan

standar unfuk safuan ukuran yang sesuai, guna menentulGn

sifat ukum),a (sifat metrologis) atau menentukan besaran

abu kesalahan PerBukuran;
15. Retribusi Daerah yang selanjuhya disingkat Rebibusi adalah

Pungutan DaeGh sebagai pembafaran atas jasa pelayanan

Ten, Ten Ulang dan Kalibrasi Aht-alat Ukur, Takar' Timbang

dan Perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan

Terbungkus;
16. Wajib Retribusi adalah onng pribadi abu badan hukum }rang

menun:t Perafuran Daerah ini diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

SKRD adalah Surat Keputusan )ang menentukan hsarnya
jumlah retribusi Yang terutang;

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat

STRD ad;lah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan

atau sanksi adminis,tfasi berupa bunga atau derida;

4.
q

8.

Gubernur adalah Gubernur sulawesi Tenggara;
Dewan Perwakilan Paklat Daerah yarE selaniutnla disingl<at

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rahnt Daerah Sulawesi

Tenggara;
Alat€lat Ukur, Takar, l-imbang dan Perlengkapannfa fang
selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang digunakan
dibidang metrologi legal;
Alat Ukur Metrologi Teknis adalah selain alat ukur Mebologi
Legal;
Men€ra adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau

tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau ten babl yang berlaku,
dilakukan oleh pegawaFpegawai yang berhak melakukan

berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur'

takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai secara berkala

dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku

atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang

berhnda Gra sah atau tanda ten batalpng bedalo, dilakukan

oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya

q



19. Penyidikadalah Pejabat Pollsi Negara Republik lMonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

. khusus oleh Undang-undang untukmelakukan penyidikan.

BAB II
PENYELENGGARAAT{ KEMETROLOGIAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kemetrologian, terdiri atas :

a, Pengelolaan Kemetrologian;
b. Pengelolaan La boratorium Kemetrologian;

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

(2) Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimakud ayat (1)

mencakup kegiatan operasional teknis )rang berkaitan dengan :

a. Verivikasi shndar untuk satuan ukuran;
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium;
c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium

beserta instalasi uji.
Pembinaan sumber daya manusia metrologi;
Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
Menem dan tera ulang UTTP;

Pengelolaan biaya tera;
Pengawasan UTTP dan BDKI
Penyuluhan Kemetrologian;
Pembinaan terhadap reparatir UTrP dan pengusaha UT[P;
Penelitian UfiP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

BAB III
KEWA'IBAN DAN SYARAT.SYAMT TERA

DANTRUI.ANG

Pasal 5

(1) UPTr yang wajib dan Tera dan Ten Ulang adalah UTIP secara langsung

atau tiiak-lang;ung atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan

menentukan hasil pengukumn, penakaran ahu penimbangan untuk :

kepentingan umum;
usaha;
menyerahkan atau menerima barang;
menentukan pungutan atau upah;
menentukan produk akhir dalam perusahaan;

melaksanakan Peraturan Perundangan-Undangan.

Jenis-jenis UTTP yang wajib dan di Tera dan Tera Ulang sebagaimana ayat

(1) adalah meliputi :

1. ukuran panjarE;
2. alat ukur pemukaan cainn (level gauge);

3, fakaran (basah/kering);
4. tangki ukur;
5. tangki ukur gerak;
6. alat ukur dari gelas;

7. bejana ukur;
8. meter taksi ;
9, sDeedometer;
10. meter rem;
11. tachometer;
12. thermometer;
13. desimeter;
14, viscometer;
15. alat ukur luas;
15. alat ukur sudut;
u. alat ukur cairan minyak;
18. alat ukur gas;

19. meter air;
20. meter cairan;
21. pembatas arus air;
22. alat kompensasi: suhu (ATc/tekanan/ kompensasi lainnya);

23. meter prover;
24. meter arus massa: 

1

a.
b.

d.

f.

(2)

d.
e.

9.

i
j.
K.

(3) Tata cara dan mekanisme p€laksanaan Kewenangan Pemerintah Provinsi

sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur kemudia dengan Peraturan/

KeDutusan Gubernur.

Pasal 4

Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan seccara operasional

dihksanakan oleh UffD Kemetrologian.



25. alat ukur pengisi (filling machine);

26. meter listrik (meter Kwh);

27. ,meter energi listrik lainnya;

28. fembatas arus listrik ;

29. stop watch ;
30, meter Parkir;
31. anak timbangan;
32. Umbangan;
33. dead weight testing machine;

34. pencap kirtu otomatis (printer recorder);

35. meter kadar air.

Pasal 6

UTTP yang khusus diperuntukkan atau pakai untuk keperluan rumah tangga tidak

di Tera atau Ten Ulang.

Pasal 7

(1) UTTP sebagaimana dimaksud Pasal 4 harus memenuhi syarat-syarat umum

sebagai berikut :

u. 
- 

ri"nggunut n satuan Sistem lnternasional (SI) dan berdasarkan desimal- 
t"Ggiit.nu dimaksud dalam Undang-undang .Nomor 

2 Tahun 1981'

b. Dibu;t dari bahan aus, tahan perubahan bentulq tahan pengaruh cuaca

dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar serta

.en;itin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan

kesehpatan untuk dapat dilakukan p€rbuatan curang'

(2) Selain sfdrat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), UTTP harus memenuhi

syarat-syarat khusus yang meliputi :

a. Spesifikasi;
b. Sifat metrologis;
c. Metode Pengujhn;
d. Persetujuan model;
e, Pemberian tanda tera.

Pasal 8

(1) Jangka waktu ulang UTTP sebagai berikut:

a. meter Kwh 1 (satu) fase

b. meter Kwh 3 (tiga) fase

c. tangki ukur apung dan tangki ukur tetap

8

10 Tahun
10 Tahun
6 Tahun

meter air
meter giis tekanan rendah
meter prover dan bejana ukur yang khusus

dipergunakan untuk menguji meter prover

alat ukur permukaan caimn (level gauge)

alat ukur dari gelas

(2) UTTP selain yang dimakud ayat (1) jangka walcu Tera Ulang adalah 1 (satu)

Tahun

Pasal 9

(1) Kegiatan menem dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat' ' 
(2t dilaksanakan oleh Pegawai yang berhak

(2) 6awaiyang berhak dimlksud iyailt; harus memenuhiperspntan sebagai

berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada UFrD Metrologi;

b. Lulus Pendidikan dan Pelatihan sebagai Penera;

c. Mempunyai sertifikat untuk melaLsanakan kegiatan kemetrologian oleh

Pejabat yang berwenang.

BAB IV
KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Perlama
l{ama, obyelg subyek

Dan Golongan R€toibusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat UfiP, serta

Peng'ujian BDKT dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa Pela)ranan Tera,

fyera Ulang dan l€libnsi Alat-alat UTTP. serta pengujian BDKr'

Pasal 1l

obyek Retribusi Tera, Tera ulang, Kalibrasi dan Pengujian adalah :

a. UTIP;
b. Alat ukur MetrologiTeknis;
c. BDKI.

d.

t

9.
h.

5 Tahun
5 Tahun

2 Tahun
2 Tahun
tidak ada
batas waKu



Pasal 12

Subyek Retribusi adalah onng pribadiatau badan )€ng mempemleh jasa Pelapnan
Tera, Tera Ulang dan kalibnsi Alat-alat UTTP, s€rta Pengujian BDKr.

Pasal 13

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah golongan Retribusijasa
umum. a

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

(1) Cam mengukur tingkat p€nggunaan jasa Tera, Tera Ulang dan kalibrasi UTTP'

serta Pengujian BDKT dihitung berdasarkan ungkat kesulitan, kanKeristi( jenis.

kapasitas, lamanya waKu dan peralatan pengujian yang digunakan,
(2) Tata can penyelenggaraan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi UTIP' serta Pengujian

BDKT akan ditetapkan dengan Peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan
Perundang-undang yang hrlaku.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
StruKur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada

Kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masfarakat dan aspek keadilan.

Baglan KeemPat
Struktur dan Besarnya Tarif ReFibusl

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Kewenangan dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

Pejabat dilingkungan UPTD Kernebologian berkewenangan melakukan pemungutan

re[ribusi selanlutnya personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur'

Pasal 18

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan,
(2) Hasil pungutan retribusi oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

disetor ke lGs daerah.

Baglan Keenam
Kewajiban l.lembaYar Retribusi

Pasal 19

Setiap orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan jasa pelayanan tera, Tem

Ulang dan Kalibrasi UTIP dan penguiian BDKT wajib membayar retribusi s€cam

tunai yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 16'

Bagian Ketuiuh
Sanksi Administrasi

Pasal 20

Dalam hal wajib rebibusiurdak tnemba)rartepa pada waktun)€ atau kurang membalar,

dikenakan sank.si administrasi berupa bunga sebesar 2olo (dua persen) setiap bulan

dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

Bagian KedelaPan
Pengurangan, Keringanan Dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 21

(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

l1
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(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur

. aaian Kesembilan
Penggunaan hasil Pemungutan

Pasal 22

Bagi hasil pemungutan retribuslsetelah dikurangi Uang Perangsangan sebagaimana

dimakSud dalam pasal 14 diatur sebagai berikut :

a. Sebesar 70 9o (tuju puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi;

b. Sebesar 30 o/o (tiga puluh persen) untuk Pernerintah kabupaten/Kota'

BAB W
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagimana dimaksud
dalam pasal 19 sehingga merugikan Keuangan Damh diancam pidana kurungan

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah
retribusi terubng.

(2) 1-indak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran'

Pasal 24

Setiap orang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 7 dipidana sesuai ketentuan

Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi legal.

BAB V
PEITIYIDIKAN

Pasal 25

(1) Selain Penyidik POLRI, Fenyidik Pegawai Negeri sipil terGntu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang

kemetrologian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penldikan terhadap tindak pidana palnggaran dalam reraturan
Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

a, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak Pidana;
b. M€hkukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memerika tanda

pengenal tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Memanggil orang untuk didengar dan diperilsa sebagai tersanglc

atau saKi;
f. Mendatngkan oraang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan Perkara;
g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

dari penyidilt bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa

tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnfa melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,

tersangka atau keluarga;
h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan'

(3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik

Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

BABVI
KEIE{IUAilPS\f,'NJP

Pasal 26

Hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanlannp akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/lcputusan gubernur'

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan

Dlerah ini dengan menempatkaan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Tenggara.
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PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUIAWESI TEI{GGARA

Ditetapkan di :Kendari NOMORT 2TAHUN20O6
Pada tanggal : 2 Oktober 2006

TENTANG
GUEERNUR SULAWESI TENGGARA PENGELOI.AAN LABORATORIUM KEMETROLOGIAN

cap/ttd L UMUM

ALI MAZI

Diundangakan di : Kendari
Pada tanggal : 2 Okober 2006

SEKRETARIS DAERAH PRO'INSI
SUI-AWESITENGGARA

caplttd

ZAINAL AEIDIN

LEMBAMN DAER/AH PROVINSI SUI-AWESI TENGGARA
TAHUN2(N6NOMOR2

salah satu kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi dibidang

Perindustrian dan perdagangan sesuai peraturan pemerntah Nomor 25 tahun

2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai

daerah otonom, adalah pengelolaan laboratorium kemetrologian.

Pengelolaan laboratorium kemetrologian mencakup kegiatan
operasional teknis fang berkaitan dengan :

a. Verifiaksi standar untuk satuan ukuran;
b. Pengadaan sanna dan pEsarana laboratorium
c. Pemeliharaan peralatan standar untuk satuan, ruang laboratorium besrta

instalasi uji;
d. Pembinaan sumber daya metrologi
e. Pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera
f. Menera dan tera ulang UTrP;
g. Pengelolaan biaya tera;
h. Pengawasan UTTP dan BPKI
i, Penyuluhan kemetrologian;
j. Pembinaan terhadap reparasi UTIP dan pengusaha UTT?

k. Penelitian UTrP untuk proses izin tanda pabrik dan izin tipe.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut sesuai ketentuan pasal

9 peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000, harus ditetapkan dalam suatu

oeErturan daerah.

Selanjutnya ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) undang-undang

nofilor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18

tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberi peluang

bagi pemerintah daerah untuk menetapkan retribusi daerah sesuai dengan

kewenangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi'

Berdsarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dan untuk

efisiensi pembahasan, penyusunan dan perumusan suatu peraturan daerah,
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maka dalam peraturan daerah ini mengatur 2 (dua) hal penting yaitu mengenai
pelaksanaan kewenangan pengelolaan laboratorium kemetrologian dan
mengenai ketentuan-ketentuan pemungutan revibusi )ang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, bkar, timbang
dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

II. PASAL DEMI PASAL

Yang dimaksud de(Ean Sifat met ologis adalah

karakteristik alat UTTP yang menyangkut
kemampuan ulang, eksentristas, diskriminasi,
kebenaran, penyetal nol, dll
Yang dimaksud dengan Dletode penguilan
adalah metode yang digunakan proses pengujian

bagi alat UTTP berdasa*an peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan Persetuiuan Model
adalah persetujuan model atau tipe yang telah
ditetapkan oleh Unit Metrologi Pusat bahwa alat
UfiP tersebut layak untuk diedarkan sehingga
dapat dit€ra dan tera ulang.
Yang dimaksud dengan Pemberian Tanda Teta
adalah setiap alat UTTP yang ditera dan dftera ulang

diberikan tanda tera )ang meliputi : tanda sah,

tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan
tanda pegawai barhak.

' Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada

alat UTTP yang disahkan pada waKu ditera
dan ditera ulang

. Tanda batal dibubuhlcn pada alat UTTP )€ng
dibatalkan pad waktu ditera atau ditem tera
ulang

. Tanda jaminan dibubuhkan dan atau pada

bagian tertentu dari alat UTTP yang disahkan

untuk mencegah penukaran dan atau
p€rubahan

. Tanda derah dibubuhkan pada alat UTTP agar
dapat diketahui dimana dan siapa peneman

dilakukan.
. Tanda sah dan tanda batal}rang tidak mungkin

dibubuhkan pada alat UTTP diberikan surat
keterangan terulis sebagai penggantinya.

Pasal I
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5 alat (1)

Ayat (2)

Pasal 6

Pasal 7 ayat (l)
Ayat (2)

o
c

o
e

f

Cukup jelas

Cukup jelas
cukup jelas

Cukup jelas

Kepentingan umum adalah kepentingan diluar
kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima
barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan

dan juga diluar kepentingan untuk melaksanakan
perundang-undangan.
Cukup lelas
Menyerahkan atau menerima barang adalah merupakan

kegiatan yang dapat atau yang mempunyai akibat
hukum mengenai serah terima barang baikyang diikuti
maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau
penerimaan barang antara satu perusahaan dengan
perusahan lainnya
Cukuo Jelas
Meliputi pemantauan kuanta (isi, berat atau panjang)

suatu produk yang sudah jadi dari satu perusahaan

BalMa pekerjaan tersebut dilakul(an untuk mrnenuhi suatu
peraturan perundang-undangan yang berlaku

cukuo Jelas

Yang dimakud dengan keperluan rumah tangga adalah

keperluan yang berhubungan dengan kehidupan dengan

kehidupan dirunrah atau dikantor unhik keperluan pribadi.

cukup jelas

a: Yang dimaksud dengan Spefikasl adalah
karakteristik alat UTTP )rang menyangkut tipe, jenis

dan kapasitasnya.

to

Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21
Pasfl22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 25
Pasal 27

: Retribusi Jasa umum adalah kewenangan daeraah dalam
rangka pelakanaan desentralisasi dan yang memberi
manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar retribusi disamping melayani
kepentingan dan manfaat umum.

: Tingkat penggunaan jasa adalah kualitas penggunaan
jasa sebagai dasar alokasi beban bia)E lang dipikul untuk
penyelengganan jasa bersangkutan.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Penggunaan sanksi administrasi berupa bunga
dalamdimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi

melaksanakan kewajiban dengan tepat waKu.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

l8

LA',IPIRAI{ 3 PEMTURAI{ DAEMH PROV' SULTRA' OiIOR | 2 TAHUI{ 2006

TENTAI{G

TARTF RETRTBUS& TCRA ULAI{G UTTP, KALIBRASI ALAT UKUR

SERTA PEI{GUJIAII BARANG DALATf KEADMI{ TERBUI{GKUS

NO Jenis Retribusi satuan

Tera Ter3 ulang

Pen9esahan/
PengurlarV
Pembatalan

FEnJustiran
Peng€sahan/

Pengujian
PenJu*lran

Rp. Rp. n p. Rp.

2 3 4 5 7

tETRrausr UTTP 
I
I

UKURAI{ PAtttANG I

a. SrmpaidsEBn 2 m I

b. Lebih &d 2 m 
I

c. tebih paiang can rc m. terif 10 m I

ditambah unurk tiap l0 n 6tau s€bagbinya I

d. Ulqran FnFns jeair 
I

l. salib uhr I

2. Blok ulo. i
3. Mikon€Er 

I
4. J.nSa so.!.rg l
5. Alat ukur trygi oGng
6. Cdlnter meEr
z Roll te4er
8, KofiParatot

ALAT UKI'R PERI'UXIIT{
CAIR X (T.EVEL GAUGE)

r xaian (3 saH / xEirnc)

a. Sampal cl€ngan 2 L
b. t Uh dari 2 ! sampal 25 L

c. lebh dai 25 L

TATGTT UKUR

.. Eentux gllnd€r T€gak
1. Sampil (bEBn 500 KL
2. LcBr dri m Kldihitung sbb:

a. 500 XL perbma
b. Sd€ngk piy. dad 500 (l Vd

lom xL sed.p Kl-
c. s€l€bthnrd dair to0o xr s/d

2000 KL setlap 10 Kt
d. selebrhnya dad 2000 KL s/d

looq) KL seuap 10 Kt
e. s€lebihnya drn 10000 l(r {d

20000 KL sethp 10 Kt
f. Sd€thnya dad 2fi00 ft

setiap 10 KL
Sagian-baglan 10 KL dlhltung l0 Kt

&ah
&lah

B.dr

Bridr
Adl
Ardr
&dr
Srdt
Adr
Bdt
&rdt

&dl
Buear

&.Et'
Adr
erdr

&.Ell

crdr

c-dt

a-Ei

8d'

&-dr

t@0
&@

zM

zm
5m
tm
tm
2,5fl)
10r00
50,000
50,o@

50,0o
1(D,@0

LM
2,0
4m

$o,ru

150,W

Lsu)

LM

t@

5)

a

14S
E,W

4.m
8.m

2'm 
I4m It@llml3In0 |2,S Iro,m I

50,@0 I
50,m I

I

I

$,0@ |rm,m I

1,@
em
4.m

1x),@

r50,u

1.S0

1m0

1@

1asoo
25,e

19
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I 2 4 5 7

b. B€nh* Bola dan Spr€oltEl
t. samFi d€ng.n 500 Xl-

2. Leb*r_dal $0 xl dihitrcp $b :

a. 50q (l P€ttamr
b, sd€brk'y. dad 500 n' 9d

1000 xL sebap KL

c. S#n'|rya 6d ltfi |(r Yd
s.d.P 10 Xl

c. F/.ntuk Slhder Dabr
l. SamP6l d€rqan 10 KL

Z Lebh d.d 10 x! dihltung srib :
a. 10 XL Frtama
b. sehullrtla dad 10 Kl 5/d

m (L sadaP KL

.. s€kbihllya dad 50 l(L q/d

sedap l(L

T IIGXI UXUR CETAK

a- Ibngld tkur obl dan T.ngld Uk|lr Y/tgo.l
1. Xap.stras Yd 5 kl

2. l-edh &d 5 KL dihltutE *b :
a. S (l pertana

dad5&s€0aPKL
B4lan dad xt dihtrttg I xL

b.Ianqki ukr T6'9kar!, fangki LI{lr
Plrdah dan Tangkl Ul(ur AFIE dan r.pal
1. S.mFl dengan 50 KL

I 2. sdeblhnya dari 50 n dhong sbbr

I a. 50 (l pdtama
I b. seledhnya dad 50 Kl s/d 75 ru
I saap n
I c sdth'|ya dari 75 ru Vd l0o KL

I s€tiao x!
I d. sek*rhnya dan 100 K| td 250 Kr
I s.dao Kt
I e. sd€bihftyr dad 10000 Kr s/d

I zoooo xr setiap ro |c
I f. s€t *thnra d.n 1000 Kr td 5001) K
I s€dap (L
I Tanti Uku. C'erak yang nEnB$Fl dl|a

lkompan€ot€n abu leHh s€dap komportenlen

I 
dhiung satu abt ukur.

I

I 
lraT uKuR DARr GELas

I

I a. L:br ukur biiEt dan PiF€t

lb. G|Jhs uku.
I

IBCr I^UKUR
I
I a. sampal derEan m L

I b. Letth dad 50 L Yd 200 L

lc. l€hrr &d 20 r td 500 I
I d. l€t h dri s00 L td 1000 L

le. lebft d..i l(Im L biaya pEd, hunt d

I angta hldrtambah thP 1000 L

I 
Bagran b.gi.n dad 1000 L dhnuE 1000 L

I
IIETERTAI(SI
I SPTEDOHETER

I xErER Rlr4
lr cHollETER
ITHERXOaIETER
lDErsr'rE ER

lvlsxol|ETEL
I AI T UKUR II'AS

ql|h

Adr

Bdl

Cdt

aalt

Bdr

Adr

Blah

&Eh

8dl

s.dl

Adl

AEn

Brh

Ndl

aian

Bte*'

Erh

cdl
eEil

Adr
arh
&d
arah

edl

B.ratl
&dl
tuatr

tuai
Butr

z)0,m0

m,mo

3,00

2,0

2$.m

250,m0

?@

,,m

30,m

$.m
a@

&,m0

80,0@

+m

te
m
$

50

5@
5,lm

5m
10,0@
20,m
3o,m

,m0

t5,mo
t5,qD
1t0o
t0,m
6m
5,m
6m
5m0

2m,o0

zD,m

3,m

2,W

250,0m

2$,m

4m

tm

30,00

30,0m

4,m0

80,000

80,m

uio

L!0

d)

I

n

5m
5,qD

5m
10rm
20@
30p00

!0p@

r5,m
$.m
$,(m
$,0s)
6mqu)
60ff)
5.m

1 2 3 4 5 6 7

AIAT UruR CJ\INAi fil|fYAK

nd.r Eahar Lt r XitrFr :
!. 1. [€i:. Indut

Lfiuk setap med6 uklr :
l. Sampll dertqbn 25 M3lh
Z. Lrbh d.ri 25 m3A dhlt'|g 5bb:

a. 5 m3/h D€rtama
b. Sdeuhord da.l25 m3/h sampai

d.rEer lC{ nB/h retiap m3/h
&ri 100 m3/h sampal

d€rEBn s00 n3/h, letlap m3/h
d. Se|.dhnF d.rt 5{tr mSrt B.!ld-

b.tLn dd n3,t rrhltrn! s.ti tn3/n

!. 2- ll.b. xerts
Unb* seti.p ieii5 n dE uhn :

1. Sampai d€ruhn rS /h
2. ltbh dari 15 m3/h dhitung $br

a. 25 n3/h p€roma
b. S.lebihnya (bd 25 m3/n sampai

daEon r00 |'a/h setip n3/h
c. Sel€brhnya dari 100 m3/h sanDai

der€En 500 n3/h, setlap m3/h
d. Selelthrya da.i 500 m3/h
Bagian h€gian &d nA/h
dhitury sa! |Ia/h

Untlk s€tiap badan *ur

ALAT UXUR
Hcter gas
r. s.flpai dengn 1(|{) m3/h
2. Lebih (bd 100 m3/h dihtuns sib :

a. 100 |IrYh p€rbma
b. Sel€blhnya dad 100 m3lh sampai

derEEn 500 m3/h s€ttap 10 m3/h
c. Selcbihrv. ddl 500 m3/h s/d

10d) nL}/n setiap r0 nth
d. s€l€ttlhya d.d ro(D nth yd

2000 m./h setbp r0 m3/h
e. SeLbihnya &rl 2000 m3/h s€t|ap

r0 |n3 Bagiantsgian dad 10 m3/t
Dihihrnq 10 nr3/h

b, L€t€. Xrrts
1. sar|9.l dengbn $ nyh
2. L€tih &d 50 m3/h dihituns sbb :

.. 50 n3/h perbrna
&.i 50 m3/h sarYpai

deng.n 5m m3/h sefap 10 m3/h

1l)00 nA/h seltap 10 n3/h
d.ri rc90 m3/h s/d

2OO m3/h se$p r0 m3/h
e. Sel€blhny? &d 2000 n8/h setlap

10 n3/h Bagian-bagran dad 10 m3/h
DihibnE 10 mth

€. Met€r g.s odnc€ dan seienisnF
(merupa*an sat! syslF/ unit alat uk'i)

d. Ped€rEkapan fieter Gas Orince
(Jika diut terserdlo. Setlap atat

e. Pompa utur bBhan bEkar gas (BBG)

8(dr

&-€l)

&dr

&Eh
Buaat

areh

Br.d'

Bo.a'

Bu*'

tudl

&dl

&r*'

Bu.al

Bu*r

Aiaar

tud)

5,qE

40,m0

{0p@

2.tu)

1,@
5q)

40m

40,m0

l,@

ss

20,000

20,m0

20,@0

1,m

fl

2q)

1@

2,m0

2,!E

2@

19

1@

I

r&,c00

m,000

20,000

zt 0q)

zl,m

'

MN
20,000

?0,m

10,00

10,000

50,m

10,000

r0,0o

5m

*l
",* |aml
lmlcDl

I

I'*l**l
Lml
slxrl

I

".* |

I

I

"-]
20.@0

lm
s
n
1@

?N

a@

8
150

u)

50

100,000

20,0@

20,m .

20,000

20,0s)

:

x,000

20,000

$,m0

10,m0

r0,000

50,m0

10,0s

10.000

20
2t



1 3 4 5 o 7

EldJi untuk setiap ba&n ufur

I€TER  IR

ttetlr rdot
1, S.rDal den9n 15 m3/h
2. teblh dari 15 tn3/h sampaldenlBn

!m m3/h
3. lrb*! rb 100 d,/h

. Mete. K.rF
1. gmpal d€ngFn 10 mth
2. t€blh dari 103 sanpaldeEan

r$ d/n
3. Lebh &tl 100 m3/h

IEIEi CIIRAI! 
'III{U'| 

SllAII{ IIR
. tleter Induk

1. saql.l d€nqan 15 nqh
2. L€bth dad r5 In3/h sampal

&ngan 100 nA/h
3. Llbir dari 100 m3/h

. l{eter Kerja
1. samp.i dengan 10 m3/h
2. lehh d.d 10 tdln $mpai

dengn lm n3/h
3- !€hh (hn 100 mlh

fi4a T s^RrrsaR

r.at (ot4PEils str:
uftu (^nc)/ rEmi^x/
oitPl|ts sI LrI|ll{Y

PROYER

. Snmpal d€ngan 2000 L
. LeUh &ri 2000 samp.i d€{EBn 1@oo L

. Ledh .hrl 10000 !
l€lel Prov€r f.ng mdnFnyai 2 (tua)
eki atau lehh, maka setj:P sekli
ihituog s€bagal gtu afr ukur

IATER  RUs HASS

htuk setiap F s nEdia uji
. sampai &ftgan 10 kgr'min
. Let h lokg/min dlhltuns $b :

1. 10 kg/man prtana
2. sel€bihrya dari r0 rg/min sampai

d€rEBn 100 tgy'mn .diap kq/min
3. seleHhnr. dad t(x) kohin sampBi

d.igBn tlo l(c!|mh scd.p kghln
4. S€letlhnyr d.rl500 kgy'min empal

dcngan 10m &g/rtn 3€ti.p kg|n{n
.lad 1000 kgy'min

Bagian dad kgy'min dihitung satu tg/min

I.AT UXUR PEiIGISI
FMre r cHll{E)
CNC^XPUR( Ixl G)

ntuk sethp Fnls m4dla
. Sampai d€ng.n 4 alat Percit
. S€lebihnya dad 4 alat pengig

qlar

Bdr
Bdr

ndt

e-utl
Bd)

bdt

arh
BEh

&dr

adl
&.Etr

Bdr

&.€t'
h.Eh
Eldr

&ah

Bdr

EA

Cdl

edl

tudr
adt

2n.000

40,0m
s0,0m

s
4,m
10,m

30,0@

9m
60,0@

1,90

1,m
r2,m0

l,@

1qm

1(D,U)
2(D,@
a!,m

50,00

50,m0

s
2m

lm

$

r0.0m
50,m0

1orm

rpm
EM

2lD

dm
r0,0s

!50@

25,m
$poo

d
2,S
6,m

s

tm

10,@

$,00

50,0m

20,m0

10p@
50nm

so

4m
10,0q)

$r00

5o,o@
50n00

L90

5@
1?m

r"trc

10,000

!(I),{n
20,m
3@.@

50,000

50,W

fl
20

1(p

!

rm,mo
50,000

10.m0

20,0m
25,@

250

2,m
5@

25,0m
30,m

750

2,CD
qm

s

t@

10,m

10,@0

50,000

I 2 3 4 5 6 7

setap aiat Fn9i9 ,
XEIER lIsInI|( (i{eter kwr)

r. Kelas 0,2 atau kurdng
r. 3 (tiga) ph.sa
2. r (satu) phasa

r. Kelas 0,5 abo kelas t
1. 3 (f|gt) pttasa
2. r (stu) 9nasa

r, lGbs 2
r.3 (!qa) pnasa
2. 1 (saE) pnas.

taet ...|€91 trsbitliinnr4 HrF
Fr|..rb.dr, D.ngd.t! F€r|'n to
p.||€r.||||ngunrm dhlbrg t€.u.l
ddrrnluml.h Lp|'lrrs meNrutrtitf
p.dr r|.|a 25 huruf., b dan c

PEI{EATIS ARI'S IT!'TBIK

stot w rcH

l,lE ER PARKTR

AI{AK TIIIEAIIGAI{

a. KetelilEn s€dang dan biaia (k€las

nz d.n t{3)
1. Sampal d€ngEn 1 kg
2. Letih dad 1 kg !.mpai dengan 5 k9

3. t€bih 5 kg sampBl &ngan 50 kg

b. Keelitian halus (kelas F2 dan Ml)
1. Sampai dengan 1 k9
2. t€bh da r kg santpaid€ogFn 5 k9

3. LeUh 5 k9 sampal dengan 50 kg
c. Ketelllan husus (kelas E2 dan Fl)

1. s.mpai dengn I kg
2. LAth dad I k9 emoai dengBn 5 rg
3. Leh'h 5 kq sanpai(hngan 50 kg

II!I3AI{GAT{

a. sampsl d€igEn 3m0 19
1. l(eduan s€daq dan bi6a

( k€la6 [ dan Itr )
a. samp.l deigan 25 k9
b. tdth da'i 25 kg 5/d 15O kg
c. Leb|h ch.i 150 kg td 500 kg
d. leEh &ri 500 kg vd 1m0 k9
e. Ldlh darr 1000 kg vd 3000 k9

2. Ketditi.n halus (ldas Il)
a. sarpd d<'gan I 19
b. Leirh &d I k9 td 2s ks
c. Lebn dad 25 kq s/d 100 k9

I d. teuh dari r00 19 Yd 1000 kg
e. L€dh &d 1000 k9 Yd 3(fi kg

| 3. Xetdtuan P'usl6 (Kebs l)
lb. tebin &d 3000 k9

I r. KeHitan s.dang dan uasa setap lon

| 2. Kediban thusus &n halus setjap ton

lc. llmbarEan Ban BeOalan

I r. Sampai dengan 100 ton/h

| 2. L€dh dad r00 ton/h d€tqan 500 to.Vh

I r. Lcbih b"sar dad 5,00 ton/h

ld. 
nmb.ngan dengan dua sknl6 (nuld rdnge)

&dr
&dl

&r*i
&dr

B(Etr
g(Eh

Adl
&-€tt

Bnt'
tudl
Br.?tl

adl
h-dl
&idr

tud1

tuah
Brraa'

Bud'
&rh
alah

8u*'
B.Etl
l-Bir
adr

Ar,r
&rah

&alr
a.Eil
B{dr

40rm
re00

5m
1"S

5,m
2,m

m
ED
lm
r.500

10,0m
r2000

25,0@
50,0@
75,0m

1,@

zm

490

2,m
3,m

2,@
2,S
3,m
4,m
10,@

5,@
7,500

r0,m
r4m0
15,0q)
m,m0

50,0@
20,@0
3m,000

frm
5,m

zm
@

32mts

s

2m
350
7m

3,m
5,m

1a5oo

25,m
$,m
75,0m

4m
2,S0

ts
\N
4w
3,500
7S

3.S
6ry
7@
8,m

10.0q)
$,m

loo,mo
r50,m0

tmts
5,0(I)
4m

300
m
tm
1500
10,0m
12000

40,0@
r4000

tm
2,m

zs

em
tm

25,@
50,m
75,m0

a(m
4S
3,00
4,m
10,fin

5(p
7.90

r0,000
r2.m
f,mo
20,@

50,m0
2S,m
3@.m

tm
tm
4@
2,m

3,n
L5m

4
lc)
m
s
5m
140@

10.0@
25,000
50,000

5m

,,m
1,750

4m
zs!
4po

?s
3,m
50(Dqm
7F@
$,m

1,@

1m,mo
19,m

22
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2 3 4 5 7

atau l€tth dan derEEn sebu.h.lat Fflrttuk
rd|g perllntd(alnm dap.t dlF.or.m
unt* 9elggun dt 5et6p sxab unbafEBn

.berya, penq&nqra,peno-dngan" peiEra'
ulangqa dhlturA sesalo d€t€En ,unlah
hntal tFb.rE dan kap6silas m.dr{ -
mdrp sarta |tPn|'r^ brif pada anqfa
32a,b(bnc

a. Dead weblltl€sung Madin€
1. Sarnpol der|gan t00 k!/cn2
2. trth dad too k!y'cmz {d 1000 k9/dn2
3. tlHh dad rmo kq/'onz

b. t. alat *rr tdamn darah
z. lLr|o|rlehr ilint,at

a. s.mp.l der{En 100 kgy'ctn2
b. l!b*r &d lm ks/cm2 td 1000 kE/cm
c. L.dh darl t$0 t!y'o|l2

3. Presc.!! C.llbr.br
4. Ft€59r! R.co.d€t

.. samFl d€ng.n rm kqy'ctn2
b. Lebih dad lm k9/cm2 s/d 1000 kg/cm

c. lAih dad 1000 tg/dnz

PEIICAP K RTU OTOIIAiIS
(Pdnt . Re6o.dcr)

r|ArEi. xao^R ArR

a. Untuk biitsUllan tdak merBddung nhrd&
s€uaD kodlodlt.

b. Lm* ttFtfiirn i€ngandut'g mhyak
laFs !el(stl. s€tap kooodfr.

c. Untuk l(avu cbn koinoditt l6in,
seti.p lonodiu.

sdrln uTrP tcrtctnt Drdr !t|Ib I s/d
35,
.bu bcrd./b.r.ne bottn UTIP, dihltlnl
bed.e*!n |.ri.nF Fluji.n der{En
|nl||lnum 2Fm.
SGd.D ta|'
bqirn d.njlrn dlhltxr 1J.n

&-dl

Etn
Al't
&dt
&dr

qlah
edl
Edl
Aidl

adr
Adt
edr

BFh

ldr
E.dr

tuaar

Euaa'

5(u)
10.@
15,m
a50o

25,m
5m
7F0

20p00

5@
10,000

€0m

4S0

5m
7S

10,@

4S

.
as
1S
1m
58
10,m

45U)
tm
7S

tm

4m

lm
lq000

5m
10,0@
15.m0
agn

5,00
5,@
7S

20,000

tm
10,000
15,0@

2,S

t@0

7g
!0,000

2,S

LM

r,m
2,Cp
3,m
10,@

4S
5m
7,500

I,S

?CD

3,m

tm

No Jenls Retribusi Satuan Tarif (Rp) Keterdngan

Aaya p€n€lit$n dalam Engka Dn type dan ih tanda

h€il

adt
&Eh

Adr

Biair

Brdl

tuah

&rdr

Im

8do

as

es
5m
7,9

3.S

as

3,m

s

s
300 % 6n
tarif Era

5q)

5,m0

lo,m
250,m0

kEsut dan timb.noan peg6s yang
sama abu l€blh 25 kg

rlqr .qu Fqu&cn a@u FtrtrrHrgdr &nx ryd ydrg
Fdsnya teftadum pada point A

Blar. T..*ahan

1. UTTP yaig n€milih konstwlsl tert€ntu rdtu :

a. Intingan nilisimal, sentjsinat dedmat bobot

b. limb.nlEn cepat pehgH (orrah) dan flnbangEn
FncamFr.n unb* seiua

c nn]barEFn *ttonlk ulrtri( sem€ kapagbs

2. UTIP rdng rErn€duran Frgqlan tertentu d6amdng
pengqrEn yar|g bi.e dlhkuld tetb.hpy

3, UTIP yang ditamm

4. UTTP yang mempuny.i sifat dan abu kor*uksi

5. UTI" tednasuk amk Udbangan yang udak ditanam
teratt tErkumpul daram suatu tEftpat deruEn ludrl.h
s€trraryF*laryny. lim. aLt,

5. UTTP t.irn suk ar'ak limbangan yang tiilak ditanam
letad terdapat d'tempat UI? yaig dtamm atau
tedapat ditempat UTIP Fng mempunyd siidt dan
ata'i konsbutsi khusls

BIAYA x^LrBRA9I

IIAY  PEIIGII'IAI ED(T

FbquJtan dihk*an perienis 8Dfi belbi mminal
untuk lia9 Fn

SERTIFIXASI DAI{ TABEL

a. Biay? sertfllai $.at keElatEan
b. LEy, Fnhiatan tabel TUT

l Sanpai der€.n 500 ls
2. L€lth (bd 500 Xg

GUBER,IIUR SULAIYESI TEI{GGARA

.aplttd

ALI tIAZI'SH

24
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